BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Sebelumnya telah dilakukan penelitian terdahulu yang membahas
mengenai topik penelitian yang akan dilakukan selanjutnya, yaitu mengenai
alokasi, belanja moadal. Berikut beberapa penelitian yang telah dilakukan

sebelumnya.

1.  Sukmawati, Suwendra dan Yudiaatmaja (2016)
Penelitian yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Sisa Lebih
Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah
Kabupaten Buleleng Periode 2009-2013”. Memiliki tujuan untuk mengetahui
pengaruh dari variabel-variabel tersebut terhadap alokasi belanja modal. Periode
penelitian yang dilakukan pada tahun 2009-2013. Dan sampel yang digunakan
pada penelitian tersebut adalah Kabupaten Buleleng.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan
data sekunder dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Kabupaten Buleleng. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan

analisis regresi berganda.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:
a. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) memilki pengaruh positif dan

signifikan secara parsial terhadap alokasi Belanja Modal.
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b. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan secara parsial
terhadap Alokasi Belanja Modal.

Persamaan :

Persamaan penelitian pada jurnal pertama ini adalah sama-sama menguji
PAD dan SiLPA yang digunakan untuk membantu mengetahui pengaruh terhadap
Alokasi Belanja Modal.

Perbedaan :

Perbedaan penelitian pada jurnal pertama ini adalah periode dari tahun
yang digunakan. Tahun peneliti terdahulu yaitu tahun 2009-2013, sedangkan yang
akan digunakan peneliti selanjutnya adalah tahun 2010-2014. Sampel yang
digunakan juga berbeda. Sampel yang digunakan peneliti terdahulu adalah
Kabupaten Buleleng. Sedangkan yang akan digunakan peneliti selanjutnya adalah

Kota/ Kabupaten di Jawa Timur.

2. Purbarini dan Masdjojo (2015)

Penelitian ini berjudul “Flypaper Effect Tracer on Operating Expenditure and
Capital Expenditure of City Government in Indonesia” memiliki tujuan untuk
menganalisis kemungkinan efek dari Flypaper pada pengeluaran operasional dan
pengeluaran pemerintah di Indonesia. Sampel yang digunakan 56 pemerintah kota
di Indonesia. Metoda analisis data yang digunakan adalah Analisis regresi.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah :
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a. Efek Flypaper terjadi pada pengeluaran operasional pemerintahan di Inodnesia.
Dan alokasi umum dan pendapatan asli daerah yang masing masing memiliki

efek positif dan signifikan pada pengeluaran operasional.

a. Efek flypaper tidak terjadi dalam alokasi belanja modal dengan pemerintah
kota di Indonesia. Dana Alokasi Umum tidak signifikan dan Pendapatan Asli
Daerah memiliki efek signifikan dan positif pada belanja Modal.

Persamaan :

Persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini adalah sama-sama
menggunakan variabel PAD dan DAU sebagai variabel independen dan Alokasi
Belanja Modal sebagai variabel dependen.

Perbedaan :

Perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini adalah peneliti
terdahulu menggunakan periode waktu 2010-2012. Sedangkan peneliti saat ini
menggunakan periode tahun 2010-2014. Sampel yang digunakan peneliti
terdahulu adalah 56 pemerintah di Indonesia, sedangkan peneliti selanjutnya
menggunakan sampel Kota/Kabupaten di Jawa Timur.

3.  Febriana (2015)

Penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja

Modal Pada Provinsi di Jawa Timur” penelitian ini bertujuan untuk menguji

pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana

Alokasi Khusus (DAK) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Periode

yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2012-2014. Sampel yang digunakan
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adalah Kabupaten/ Kota di Jawa Timur. Teknik pengambilan sampel

menggunakan Purposive Sampling.

Kesimpulan dari Penelitian ini :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh
terhadap Belanja Modal.

b. Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Persamaan :

Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti saat ini adalah sama-sama meneliti

PAD, DAU, DAK dan SiLPA. Dan sama-sama menggunakan sampel penelitian di

Kabupaten/Kota Jawa Timur.

Perbedaan :

Perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini adalah peneliti menggunakan

periode penelitian dari tahun 2012-2014, sedangkan peneliti saat ini menggunakan

periode penelitian tahun 2010-2014.

4.  Gunantara dan Dwirandra (2014)

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi

Umum Pada Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel

Pemoderasi Di Bali” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PAD

dan DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta pengaruh moderasi variabel

Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali. Periode yang

digunakan peneliti adalah dari tahun 2005-2011. Teknik analisis yang digunakan
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adalah teknik Moderated Regression Analysis. Sampel penelitian yang digunakan

mencakup 9 wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Kesimpulan dari Penelitian ini :

a. PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan
Ekonomi secara parsial.

b. Belanja Modal berpengaruh negatif dan signifikan secara parsial.

Persamaan :

Persamaan dengan peneliti terdahulu dan peneliti saat ini adalah sama-
sama meneliti PAD dan DAU terhadap Belanja Modal.
Perbedaan :

Perbedaan dengan peneliti terdahulu adalah hanya meneliti tentang
variabel PAD dan DAU, sedangkan peneliti saat ini akan meneliti tentang PAD,
DAU, DAK dan SiLPA. Sampel yang digunakan peneliti terdahulu adalah
Provinsi se-Bali, sedangkan peneliti selanjutnya akan menggunakan sampel
Provinsi/Kota se Jawa Timur. Periode yang digunakan peneliti terdahulu adalah
2005-2011 sedangkan peneliti selanjutnya akan menggunakan periode 2010-2014.
5. Mayasari, Sinarwati dan Yuniarta (2014)

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli
Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja
Modal Pada Pemerintah Kabupaten Buleleng” penelitian ini bertujuan untuk
memberikan bukti empiris dan mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi,
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) pada Alokasi

Belanja Modal dengan mempertimbangkan data yang dikumpulkan. Periode yang
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digunakan peneliti terdahulu adalah 2011-2013. Metode analisis data yang
digunakan adalah analisis regresi berganda. Dan sampel yang digunakan adalah
Kabupaten di Buleleng Bali.
Kesimpulan dari penelitian ini :
a. Terdapat pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi terhadap
Belanja Modal.
b. Terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap
Belanja Modal.
c. Terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana Alokasi Umum terhadap
Belanja Modal.
Persamaan :

Persamaan dengan peneliti terdahulu adalah sama-sama meneliti
pengaruh PAD dan DAU terhadap Alokasi Belanja Modal.
Perbedaan :

Perbedaan dengan peneliti terdahulu adalah hanya meneliti tentang
PAD dan DAU, sedangkan peneliti selanjutnya akan meneliti tentang PAD, DAU,
DAK dan SiLPA. Periode yang digunakan peneliti terdahulu adalah tahun 2011-
2013, sedangkan peneliti selanjutnya akan menggunakan periode 2010-2014.
Sampel yang digunakan peneliti tedahulu adalah Kabupaten Buleleng, sedangkan
Peneliti selanjutnya akan menggunakan sampel se Kabupaten/Kota Jawa Timur.
6. Wandira (2013)
Penelitian ini berjudul “Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH Terhadap

Pengalokasian Belanja Modal”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
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mengetahui ada atau tidaknya pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana

Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH)

terhadap pengalokasian belanja modal pada pemerintahan provinsi di Indonesia.

Periode yang digunakan oleh penelitian ini tahun 2012. Sampel yang di gunakan

adalah provinsi se-Indonesia. Dan modal analisis yang digunakan adalah analisis

regresi berganda.

Kesimpulan dari penelitian ini :

a. DAU berpengaruh dengan arah negatif secara parsial.

b. DAK, DBH berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal.

c. PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal.

d. Secara simultan PAD, DAU, DAK, DBH berpengaruh signifikan terhadap
alokasi belanja modal.

Persamaan :

Persamaan dengan peneliti terdahulu adalah sama-sama meneliti PAD, DAU dan

DAK terhadap Alokasi Belanja Modal.

Perbedaan :

Perbedaan dengan peneliti terdahulu adalah variabel yang digunakan adalah PAD,

DAU, DAK, DBH sedangkan peneliti selanjutnya adalah menggunakan variabel

independen PAD, DAU, DAK dan SiLPA. Sampel yang digunakan peneliti

terdahulu adalah se-Indonesia, sedangkan peneliti selanjutnya menggunakan

sampel di Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Dan peneliti terdahulu menggunakan

periode 2012 sedangkan peneliti selanjutnya menggunakan periode tahun 2010-

2014.
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7. Pelealu (2013)

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Pendapatan

Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Manado Tahun

2003-2012”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dana

alokasi khusus, dana pendapatan asli daerah terhadap Belanja Modal. Sampel

yang digunakan adalah kota Manado. Periode yang digunakan peneliti adalah

tahun 2003-2012. Model analisis yang digunakan dalam penelitian adalah metode

Analisis Ekonometrika.

Kesimpulan dari penelitian ini :

a. DAK dan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja modal
pada pemerintahan Kota Manado.

b. DAK merupakan anggaran yang memiliki kontribusi terbesar terhadap Belanja
Modal di pemerintahan Kota Manado.

Persamaan :

Persamaan dengan peneliti terdahulu adalah sama-sama meneliti
tentang variabel PAD dan DAK terhadap Alokasi Belanja Modal.
Perbedaan :

Perbedaan dengan peneliti terdahulu adalah peneliti menggunakan
variabel independen DAK dan PAD, sedangkan peneliti saat ini meneliti tentang
PAD, DAK, DAU dan SiLPA. Sampel yang digunakan peneliti terdahulu adalah
Kota Manado, sedangkan peneliti selanjutnya menggunakan sampel di
Kabupaten/Kota Jawa Timur. Peneliti terdahulu menggunakan periode tahun

2003-2012, sedangkan peneliti saat ini menggunakan tahun 2010-2014.
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8.  Mawarni, Darwanis dan Abdullah (2013)
Penelitian ini berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi
Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan
Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Aceh)”. Tujuan dari
penelitian ini adalah menguji dan.membuktikan secara empiris mengenai
pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU)
terhadap Belanja Modal serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2005-2011 dengan
menggunakan sampel 23 Kabupaten/ Kota di Aceh. Teknik analisis yang
digunakan adalah analisis jalur (Path Analysis).
Kesimpulan dari penelitian ini adalah :
a. PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Modal di Kabupaten/
Kota di Provinsi Aceh.
b. PAD, DAU dan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan
ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

Persamaan :

Persamaan dengan peneliti terdahulu adalah sama-sama meneliti
tentang PAD dan DAU terhadap Alokasi Belanja Modal.
Perbedaan :

Perbedaan dengan peneliti terdahulu menggunakan sampel yang
digunakan oleh peneliti terdahulu adalah Kabupaten/Kota di Aceh. Peneliti saat

ini menggunakan sampel adalah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Periode yang
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digunakan peneliti terdahulu adalah 2005-2011, sedangkan peneliti saat ini

menggunakan masa periode 2010-2014.

9. Haryanto (2013)

Penelitian ini berjudul “Analisis Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap

Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa Kota dan Kabupaten di Provinsi di

Jawa Timur Tahun 2006-2012” tujuan dari penelitian ini adalah untuk

mengetahui pengaruh signifikan atau tidaknya PAD, DAU, dan DAK terhadap

Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa. Sampel yang digunakan dalam

penelitian ini adalah Kabupaten/ Kota di Jawa Timur. Periode yang digunakan

tahun 2006-2012. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan

Regresi Linier Berganda.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah :

a. PAD, DAU, dan DAK secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal
Kota/ Kabupaten di Jawa Timur.

b. PAD, DAU, dan DAK secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Barang
dan Jasa di Kota/ Kabupaten di Jawa Timur.

c. PAD dan DAU secara parsial maupun berpengaruh terhadap Belanja Modal
dan Belanja Barang dan Jasa Kota/Kabupaten di Jawa Timur.

d. DAK secara parsial tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal dan Belanja

Barang dan Jasa Kota/ Kabupaten di Jawa Timur.
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Persamaan :

Persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini adalah sama-sama
menggunakan PAD, DAU dan DAK sebagai variabel independen. Dan
menggunakan sampel penelitian Kota/ Kabupaten di Jawa timur.

Perbedaan :

Perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini adalah peneliti saat ini
menambahkan variabel independen vyaitu SiLPA. Periode yang digunakan
peneliti terdahulu adalah 2006-2012, sedangkan peneliti saat ini menggunakan

periode 2010-2014.



Matriks Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
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Variabel Independen

. Variabel
No. Peneliti Tahun Dependen oAD OAU DAK SiLp
A

Sukmawati,

1. Suendradan | 2016 S - - S
Yudiaatmaja
Purbarini

2. dan Masdjojo POL 3 T3 A i

3. Febriana 2015 S S TS TS
Mayasari,

4, Sinarwati dan | 2014 S S - -
Yuniarta Alokasi
Gunantara Belanja

5. dan 2014 Modal S - - S
Dwirandra

6. Wandira 2013 TS S- S -
Mawarni,

7. Darwanis dan | 2013 S TS - -
Abdullah

8. Pelealu 2013 S - S -

9. Haryanto 2013 S S TS -

Sumber : Data Diolah

S : Signifikan

S- : Signifikan Negatif

TS : Tidak Signifikan
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2.2 Landasan Teori

Pada sub bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan
sebagai acuan untuk menyusun kerangka dari penelitian untuk merumuskan

hipotesis, diantaranya adalah:
2.2.1 Teori Fiscal Federalism

Dalam teori Fiscal Federalism menjelaskan tentang penyusunan
anggaran berbasis pada kebutuhan masyarakat daerah. Penjelasannya adalah
penerapan desentralisasi anggaran yang menyebabkan pemerintah daerah akan
lebih dekat dengan masyarakat, jadi pemerintah mampu mengetahui informasi
tentang kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat di daerah tersebut.
Pemerintah akan lebih paham mengetahui tentang sumber daya ekonomi di
daerahnya. Dalam pengetahuan pemerintah mengenai informasi yang sedang
dibutuhkan masyarakat maka dengan inilah yang bisa digunakan untuk menyusun
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Teori Fiscal Federalism juga menjelaskan tentang pemerintah daerah
mampu menjalankan anggaran daerah yang lebih efisien dan mampu membantu
dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Keefisienan anggaran bisa berjalan
dengan baik dan dapat tercapai apabila anggaran pemerintah mampu dijalankan
dengan baik sesuai kebutuhan masyarakat. Pemerintah pusat juga ikut ambil adil
dalam membuat keputusan dan besifat bijaksana.

Teori Fiscal Federalism menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat
dicapai dengan menggunakan desentralisasi fiskal melalui pelaksanaan otonomi

daerah. Fiscal Federalism menampilkan suatu model normatif yang dapat
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menggambarkan dan mendeskripsikan pemerintah pusat sebagai aspirasi
masyarakat, yang telah memberi arahan serta aturan kelembagaan antar
pemerintah untuk menjamin pemerintah daerah melakukan tindakan yang sesuai

dengan keinginan pusat.
2.2.2 Akuntansi Dana

Menurut Mahsun (2011:243) pada teori akuntansi dana ini akuntansi
pada organisasi nirlaba dengan pembentukan dana-dana maka akuntansi yang
digunakan disebut dengan akuntansi dana (fund accounting). Akuntansi dana
merupakan hal yang penting bagi organisasi nirlaba. Kegiatan yang dilakukan
oleh berbagai bentuk organisasi untuk tidak mendapatkan keuntungan dan pada
umumnya dibiayai oleh pajak dan bantuan dari APBN. Akuntansi dana bisa
dikatakan merupakan sistem pencatatan yang terpisah terhadap masing-masing
aset yang dinamakan dana. Akuntansi dana adalah sistem akuntansi yang sering
digunakan organisasi nirlaba dan institusi pemerintahan. Dalam kepentingan ini
yang disebut dengan dana (fund), meliputi suatu aktiva yang digunakan dengan
batasan yang dapat menunjukkan fungsi, aktivitas, dan memenuhi kewajiban
tertentu (Hery;2009).

Berdasarkan teori akuntansi dana dapat disimpulkan bahwa akuntansi
dana (fund accounting) adalah teori yang bisa diterapkan di pemerintah atau
sektor publik karena tidak mengambil keuntungan atau laba sehingga bisa
berfokus pada perolehan dana dan tujuan dana tersebut digunakan dengan baik
dan maksimal. Dengan adanya teori akuntansi dana ini memudahkan pemerintah

dan publik karena dari pihak pemerintah atau organisasi nirlaba tidak mengambil
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keuntungan. Prinsip dari akuntansi dana ini menyatakan bahwa akuntansi
pemerintahan adalah suatu kesatuan dari berbagai cabang disiplin akuntansi,
karena akuntansi pemerintahan dibentuk berdasarkan konsep dasar dan
kesepakatan yang didasari seluruh ketaatan dalam akuntansi yang sebagian basar
didapat dari  penerimaan  akuntansi  untuk  organisasi  komersial

(Mahsun,2011:248).

2.2.3 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) dan

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

Menurut Halim (2012:244) SAP atau Standar Akuntansi Pemerintah
merupakan regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur sistem
pelaporan keuangan dan akuntansi pemerintah, yang terdiri dari pemerintah pusat,
pemerintah daerah dan masing-masing kementerian negara atau lembaga di
lingkungan pemerintah pusat, dan organisasi di pusat maupun di daerah yang telah
diwajibkan oleh perturan undang-undang yang menyusun laporan keuangan.
Dalam SAP saat ini yang berlaku adalah SAP berbasis akrual yang telah
ditetapkan oleh PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan. Manfaat dari SAP antara lain untuk meningkatkan keterbandingan
(comparability) antar laporan keuangan pemerintah, tidak hanya itu SAP juga
ingin mewujudkan transparasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara
sehingga Indonesia bisa terhidar dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam
rangka mensejahterahkan bangsa.

Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah kerangka dari

prosedur pembuatan laporan keuangan akuntansi yang berisi tentang peraturan
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mengenai pencatatan, penyusunan, perlakuan, dan penyajian laporan keuangan
yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAl). PSAK berisikan tentang tata
cara penyusunan laporan keuangan yang mengacu pada teori seperti IFRS secara
global. PSAK menetapkan dasar-dasar penyajian laporan keuangan yang
bertujuan umum agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan
sebelumnya maupun dengan laporan keuangan lain.

Menurut PSAK No. 61 tentang bantuan pemerintah dikatakan bahwa
bantuan pemerintah yang dikecualikan dari definisi hibah pemerintah di paragraf
03 merupakan beberapa bentuk bantuan pemerintah yang tidak memiliki nilai
yang memadai bagi entitas dan transaksi dengan pemerintahan yang tidak dapat
dibedakan dari transaksi perdagangan normal entitas. Bantuan pemerintah tidak
termasuk kebijakan infrastruktur melalui perbaikan jaringan transportasi umum
dan jaringan komunikasi serta penyediaan fasilitas yang diperbaiki seperti
pengairan atau penyaluran air yang tersedia terus menerus untuk kepentingan
masyarakat sekitar.

Adapun perbedaan dari PSAP dan PSAK menurut Halim (2012:248) yaitu:

1. Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual SAP membahas mengenai lingkungan disekitar akuntansi
pemerintahan yang menjelaskan bahwa  lingkungan operasional organisasi
berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan laporan keuangan.
Sedangkan Kerangka konseptual SAK dinytakan bahwa kerangka dasar berlaku
untuk semua jenis perusahaan komersial baik dalam sektor publik maupun sektor

swasta.
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2. Tujuan Laporan Keuangan
Dalam SAP menyatakan bahwa laporan keuangan dilakukan untuk kepentingan
akuntanbilitas, manajemen, transparasi, keseimbangan antar generasi dan evaluasi
kinerja. Dalam tujuan laporan keuangan SAP adalah untuk menyajikan informasi
yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan pembuatan
keputusan, dari keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Sedangkan dalam
SAK lebih menekankan pada pengambilan keputusan ekonomi. Hal ini dapat
dipahami karena lembaga pemerintahan menghadapi tuntutan besar untuk
menegakkan good governance yang pada prisipnya adalah partisipasi, dan
akuntabilitas (Mahsun, 2006)

3. Komponen Laporan Keuangan
Dalam SAP menyatakan bahwa komponen laporan keuangan terdiri atas Laporan
Realisasi Anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan
operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan
keuangan sebagai komponen laporan keuangan pokok dan lain lain menurut
perundang-undangan. Sedangkan menurut SAK menyatakan bahwa laporan
keuangan yang lengkap biasanya meliputi Laporan posisi keuangan, laporan laba
rugi, laporan perubahan posisi keuangan dan lain-lain.

4. Entitas
Dalam SAP dibagi menjadi dua entitas yaitu entitas pelaporan dan entitas
akuntansi. Entitas pelaporan sendiri adalah unti pemerintahan yang terdiri atas
satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut perundang-undangan wajib

menyampaikan pelaporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas
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akuntansi menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 adalah unit
pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang
menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang dilaksanakan. Sedangkan
dalam SAK tidak mengenal perbedaan dari entitas tersebut.

5. Asumsi Dasar
Dalam SAP asumsi dasar yang digunakan adalah kemandirian entitas,
kesinambungan entitas dan ukuran dalam satuan uang. Sedangkan dalam SAK
menggunakan asumsi dasar akrual dan kelangsungan usaha.

6. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Prinsip yang digunakan dalam SAP adalah basis akuntanasi, prinsip nilai historis,
realisasi, pengungkapan secara lengkap, dan penyajian wajar serat lain-lain.
Sedangkan menurut SAK adalah dapat dipahami, relevan bersifat materialitas,
keandalan yaitu penyajian jujur, bersifat netral, pertimbangan sehat dan lain-lain
serta dapat dibandingkan.

7. Basis Akuntansi
Dalam SAP dikatakan bahwa laporan keuangan pemerintah adalah berbasis akrual
untuk pengakuan pendapatan LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Tetapi
untuk penyusunan anggaran dan pelaksanaan menggunakan berbasis kas, maka
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun berbasis kas pula. hal ini menunjukan
bahwa akuntansi yang dianut oleh PP Nomor 71 tahun 2010 tidak sepenuhnya
berbasis akrual melainkan akrual modifikasi. Artinya, bahwa SAP baru saja

sebatas accrual accounting, belum sepenuhnya accrual budgeting (Mahmudi
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2006). Lain halnya dalam SAK yang jelas menggunakan asumsi dasar akrual, jadi
SAK tidak mengatur laporan keuangan yang berbasis kas.

8. Konsep Modal dan Pemeliharaan Modal
Dalam SAK Konsep modal dibagi menjadi dua, modal keuangan dan modal fisik.
Modal keuangan adalah sama dengan aset neto atau ekuitas perusahaan dalam arti
modal itu sendiri. Sedangkan modal fisik adalah modal yang dipandang sebagai
kapasitas produktif perusahaan. Lain halnya di dalam SAP yang tidak terdapat
konsep modal yang akan berkaitan dengan konsep laba. Karena dalam akuntansi
pemerintahan sendiri tidak mengenal konsep laba.

9. Jumlah SAP dan SAK
SAK yang sudah jauh lebih baik daripada SAP dan lebih kompleks dalam jenis
perusahaan yang diatur mengalami revisi, penggantian atau perubahan dalam
PSAK. Terakhir pada perubahan PSAK memiliki 67 PSAK yang delapan
diantaranya adalah PSAK syariah, dan disisi lain PSAP hanya memilki 12 PSAP

saja.

224 Komponen Laporan Keuangan Peraturan Pemerintah Nomor 71

Tahun 2010

Menurut PP Nomor 71 tahun 2010 dalam laporan keuangan pokok terdiri dari :

a. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengnai anggaran
dan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit LRA dan
pembiayaan dari suatu entitas laporan. Dalam informasi tersebut dapat berguna

bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenao alokasi
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dalm sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan dalam entitas pelaporan
anggaran. Dalam komponen LRA menjelaskan tentang hal-hal yang dapat
mempengaruhi pelaksanaan anggatan seperti kebijakan fiskal, sebab terjadinya
perbedaan yang material antara anggaran dan realisasi dan lain-lain. Selain itu,
LRA dapat juga menyediakan informasi kepada pengguna laporan keuangan
pemerintah tentang indikasi perolehan dan sumber daya ekonomi dalam
penyelenggaraan fungsi pemerintah. Di dalam penyusunan dan penyajian LRA
yang berdasarkan pada akuntansi anggaran, akuntansi pendapatan-LRA, akuntansi
belanja, akuntansi surplus/defisit, akuntansi SiLPA yang masih berbasis kas.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
Laporan Perubahan SAL adalah memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo
anggaran dan pembiayaan pemerintah, jadi suatu entitas pelaporan harus
menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang ada di dalam Laporan
Perubahan SAL yang tidak memiliki perbedaan baik pada pemerintah pusat,
pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten.

c. Neraca
Neraca yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai
aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Didalam neraca setiap entitas
mengklasifikasikan asetnya didalam aset lancar dan non lancar serta
mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan panjang.
Pada struktur neraca pemerintah pusat memilki perbedaan dengan pemerintah

daerah. Perbedaan tersebut karena kepemilikan aset negara yang berbeda dengan
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kepemilikan aset di daerah. Aset negara lwbih kompleks dibandingkan dengan
aset di daerah,

d. Laporan Operasional (LO)
Laporan Operasional yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan
operasional keuangan entitas pelaporan yang ada di dalam pendapatan-LO, beban,
dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya
dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pengguna laporan membutuhkan
laporan operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk
menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan. Laporan operasional
disusun  untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual,
sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan
Neraca mempunyai hubungan yang bisa untuk dipertanggungjawabkan.

e. Laporan Arus Kas (LAK)
Penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang
berbasis akuntansi akrual wajib menyusun laporan arus kas untuk setaip periode
penyajian laporan keuangan sebagai salah satu komponen laporan keuangan
pokok. Tujuan dari laporan arus kas ini adalah memberi informasi mengenai
sumber, penggunaan penggunaan dan setara kas selama satu periode akuntansi
tertentu. Informasi arus kas yang berguna sebagai indikator dari jumlah arus kas
untuk kedepannya. Sesrta berguna untuk menilai kecermatan atas penaksiran arus
kas yang telah dibuat sebelumnya.
Laporan arus kas sendiri adalah bagian dari laporan finansial yang menyediakan

informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang bisa
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diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, ib=nvestasi, pendanaan dan lain-
lain. Laporan arus kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna
laporan keuangan dalam mengevaluasi perubahaan ekuitas atau kekayaan bersih
suatu entitas dalam pelaporan dan struktur keuangan pemerintah.
f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Dalam laporan perubahan ekuitas menyajikan pos-pos ekuitas awal dan ekuitas
pada tahun sebelumnya, surplus atau defisit laporan operasional pada tahun yang
bersangkutan dan koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas.
Pada struktur laporan perubahan ekuitas baik pada pemeritah pusat dan pemrintah
daerah tidak memiliki perbedaan.
g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas laporan keuangan pada dasarnya untuk laporan keuangan pemerintah
mudah untuk dipahami secara keseluruhan oleh pembaca luas, tidak terbatas
hanya di kalangan pembaca tertentu atau pemerintah saja. Oleh karena itu, agar
tidak terjadi kesalahpahaman bagi pengguna maupun pembaca laporan keuangan
pemerintah dalam keadaan tertentu masih bisa memungkinkan mengubah susunan
penyajian di dalam pos-pos CalLK tersebut, selama perubahan tersebut tidak
mengurangi atau menghilangkan susbtansi informasi yang harus disajikan.
Informasi yang ada di dalam laporan keuangan juga berguna untuk mengetahui
jumlah serta jenis aset maupun hutang yang dimiliki oleh pemerintah yang
bertujuan untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan yang berhubungan dengan

pemerintah. sehingga kinerja pemerintah bisa lebih baik dan jelas, publik pun
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dapat memberikan tanggapan atau penilaian terhadap kinerja dari pemerintah

tersebut.

2.2.5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014 yang membicarakan tentang
pembagian urusan pemerintah. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah
daerah yang telah diganti dengan UU baru yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014. Slaah
satu perubahan dari UU Nomor 32 Tahun 2004 ke UU Nomor 24 Tahun 2014
adalah pembagian urusan pemerintah antara pemerintah pusat, pemerintah daerah
provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Perubahan ini menjadi dua aspek
yaitu formal dan materiil.

Perubahan formal yang terjadi adalah rincian detail dari urusan
pemerintah yang dibagi antara pemrintah pusat, daerah provinsi dan daerah
kabupaten/kota. Semula diatur dalam lampiran peraturan pemerintan Nomor 38
Tahun 2007 dan sekarang ditingkatkan peraturannya menjadi lampiran undang-
undang nomor 23 tahun 2014.

Pengaturan Kriteria pembagian urusan Pemerintahan kongkuren Prinsip dari
pembagian urusan pemerintahan kongkuren adalah akuntanbilitas, efisiensi,
eksternalitas dan memiliki kepentingan strategis nasional. Memiliki kriteria:

1. Pemerintah Pusat

a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas daerah provinsi atau

lintas negara.

b. Urusan pemerintahan yang penggunanya lintas daerah provinsi atau

lintas negara.
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Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas
daerah provinsi dan lintas negara.

Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih
efisien apabila dilakukan oleh pemerintah pusat.

Urusan pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan

nasional.

2. Pemerintahan Daerah Provinsi

a.

b.

Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota.
Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatif lintas
daerah kabupaten/kota.

Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampaknya negatif lintas
daerah kabupaten/kota.

Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih

efisien jika dilakukan oleh pemerintah provinsi.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

a.

b.

Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota.
Urusan  pemerintahan ~ yang  penggunaan  dalam  daerah
kabupaten/kota.

Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya
dalam daerah kabupaten/kota.

Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih

efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/Kota.
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2.2.6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pengurusan keuangan di pemerintahan daerah diatur dengan menjadi
pengurusan umum dan pengurusan khusus. Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan
Pemerintah Daerah (PEMDA), di mana pada satu pihak menggambarkan
perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan
proyek daerah delama satu tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain
menggambarkan perkiraan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi
pengeluaran yang dimaksud (Mamesah, 1995: 20; dalam Halim 2008). Selain itu
APBD adalah rancangan rencana keuangan tahunan yang direncanakan oleh
Pemerintah Daerah (PEMDA) dan DPRD yang sudah disetujui dan ditetapkan
oleh Pemerintah daerah. Anggaran sektor publik yang ada di dalam APBN dan
APBD yang menggambarkan rencana dalam keuangan mengenai pendapatan,
surplus, pembiayaan, serta program kerja yang dilakukan kedepannya.

Didalam APBD suatu daerah terdapat belanja modal. Belanja Modal
merupakan pengeluaran berupa aset tetap berwujud yang manfaatnya melebihi
satu tahun anggaran dan akan digunakan untuk kegiatan pemerintah (Nurlan
2008) belanja modal sendiri adalah anggaran yang dikeluarkan untuk memperoleh
aset tetap dan aset lain yang mempunyai manfaat lebih dari satu tahun. Adapun

struktur APBD sebagai berikut:
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PAD

Pendapatan Daerah Dana Perimbangan

Lain-Lain Pendapatan
daerah yang Sah

Eelanja Tidak L
APED Belanja Daerah <: elanja Tidak Langsung
Belanja Langsung

Penenmaan Pembivaan

Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan

Gambar 2.1
Kerangka Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

2.2.7 Belanja Modal

Belanja modal yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka
pembelian atau pembangunan aset tetap berwujud yang memiliki manfaat lebih
dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Belanja
daerah yang di utamakan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
untuk mem enuhi upaya daerah yang diwujudkan dalam peningkatan pelayanan
dasar, pendidikan dan lainnya. Belanja modal dapat dikategorikan dalam 5
kategori utama adalah:

1. Belanja Modal tanah

Belanja Modal tanah adalah biaya atau pengeluaran yang berfungsi untuk
pembelian/ pengadaan/pembebasan penyelesaian, balik nama, sewa tanah,
perataan, pematangan tanah, pembuatan setifikat dan lainnya yang berhubungan

atas perolehan hak atas tanah.
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2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah biaya atau pengeluaran yang berfungsi
untuk pengadaan/ penggantian/ penambahan peningkatan kapasitas peralatan dan
mesin yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai siap
pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah biaya atau pengeluaran yang
berfungsi untuk  pengeluaran/ penggantian, penambahan dan termasuk
pengeluaran untuk pengelolaan pengawasan pembangunan yang mempunyai
kapasitas siap untuk digunakan.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah biaya atau pengeluaran yang
berfungsi untuk penggantian, penambahan dan bersifat lain yang membantu untuk
pembangunan jalan dan lain-lain.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja modal fisik lainnya adalah biaya atau pengeluaran yang digunakan untuk
penambahan/ pengelolaan/ penggantian/ peningkatan/ pembuatan serta perawatan
terhadap fisik lainnya. Dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli,

pembelian barang-barang untuk kebutuhan daerah.
2.2.8 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah sumber yang dapat membiayai atau
sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam menciptakan pembangunan daerah.

PAD berhubungan dengan kewenangan daerah yang bertujuan untuk pengambilan
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pajak daerah, penerimaan hasil perusahaan milik daerah, retribusi daerah dan lain-
lain. Maka dari itu pemerintah pusat mengaharapkan agar pemerintah daerah bisa
mengembangkan dan meningkatkan hasil dari PAD dengan maksimal untuk
membiayai segala pembangunan atau infrastruktur, sarana prasarana daerah pada
APBD. Semakin baik PAD suatu daerah maka semakin besar pula Alokasi
Belanja Modalnya (Ardhani 2007). PAD yang tinggi selanjutnya akan digunakan
oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang baik dan
memadai sehingga dapat meningkatkan anggaran belanja modal. Tujuan dari PAD
adalah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mendanai
pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan kebutuhan di daerahnya. Ada beberapa
kendala yang dihadapi pemerintah daerah adalah minimnya pendapatan yang
berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Presentase PAD yang kecil atau rendah
menyebabkan pemerintah daerah mengelola keuangan daerah yang kurang efisien.
Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:
a. Pajak Daerah

Pajak sendiri yang berarti iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau
badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat
dilaksanakan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak
yang dikelola atau dipungut oleh pemerintah daerah ada empat jenis pajak yaitu
pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, pajak bea balik nama
kendaraan bermotor, pajak bahan bakar motor dan pajak pengambilan dan

pemanfaatan air di bawah air dan air permukaan. Sedangkan pajak yang dikelola
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atau di pungut pemerintah kota/kabupaten terdiri dari tujuh jenis pajak yaitu pajak
hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, pengambilan dan pengelolaan
galian, dan pajak parkir. (Darise, 2008:135)

b. Retribusi Daerah.
Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa pemberian
izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk
kepentingan orang pribadi dan badan. Jenis retribusi dibagi menjadi beberapa
jenis yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan
tertentu.
Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh
pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi jasa usaha adalah pelayanan
yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, pada
dasarnya jasa tersebut dapat disediakan oleh swasta meliputi pelayanan yang
menggunakan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
Retribusi perizinan tertentu adalah - adalah retribusi atas kegiatan tertentu
pemerintahan daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau
badan yang bermaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan
pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam,
barang, sarana prasarana atau fasilitas tertentu untuk melindungi kepentingan
umum dan menjaga kelestarian lingkungan. (Darise,2012:135)

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
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Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari beberapa bagian
yaitu bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD,
bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN dan
bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok
usaha masyarakat. (Darise,2012:136)
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sahdisediakan untuk menganggarkan
penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah
dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dapat dipisahkan mencakup hasil
penjualan aset daerah yang tidak dapat dipisahkan, hasil pemanfaatan kekayaan
daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, bunga deposito, penerimaan atas tuntutan
ganti rugi, penerimaan komisi, pendapatan denda atas ketelambatan pelaksanaan
pekerjaan, pendapatan denda pajak dan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi
atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan umum,
pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dan pendapatan dari

angsuran atau cicilan penjualan. (Darise,2008:136)
2.2.9 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum yang terdapat dari Alokasi Anggaran Belanja Negara
(APBN) yang bertujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk mendanai
kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi (Halim 2002)

Dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Dana Alokasi Umum
mendapatkan presentase sebesar 26% yang sudah ditetapkan dalam Pemerintah

Pusat yang dituangkan dalam APBN. Daerah yang memiliki DAU besar maka
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kebutuhan di daerahnya pun ikut besar, sebaliknya jika daerah yang memiliki
DAU kecil maka kebutuhan di daerahnya pun juga kecil. jika suatu daerah yang
memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi maka akan diberikan DAU yang tinggi
pula. Dana Alokasi Umum akan memberikan kepastian bagi daerah dalam
memperoleh sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang
menjadi tanggung jawab masing-masing daerah (Rahmawati 2010).

DAU adalah transfer dana dari pemerintah pusat yang memilKi tujuan untuk
kegiatan tertentu, sehingga pemerintah daerah memiliki keluasaan untuk
menggunakan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi dari masing-
masing daerah. Pemerintah daerah sendiri memiliki keluasaan untuk menentukan
arah penggunaan dari PAD, DBH maupun DAU. Tetapi adapun pengeluaran yang
tidak bisa dihindari yang perlu untuk diprioritaskan oleh daerah seperti
pengeluaran untuk pegawai negeri yang diprioritaskan dari pengeluaran APBD.
Setiap daerah akan mendapatkan DAU sesuai dengan kondisi keuangannya, dan
perhitungan DAU untuk setiap daeah merupakan kewenangan dari Dewan
Pertimbangan Otonomi Daerah dan ditetapkan dalam peraturan presiden.
(Halim,2014:124)

Mahsun (2011;40) DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan
antardaerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan
keuangan antardaerah melalui penetapan formula yang mempertimbangkan
kebutuhan potensi daerah. DAU secara tidak langsung berpengaruh terhadap
alokasi untuk pembiayaan yang membiayai Belanja pegawai seperti gaji,

tunjangan, belanja bagi hasil kepada Kabupaten/kota dan pemerintahan di desa-
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desa. Dan belanja yang tak terduga. Dalam setiap tahunnya terjadi inflasi belanja
secara tidak langsung yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah kenaikan
pegawai terutama PNS. DAU tidak signifikan jika dibandingkan dengan kenaikan

gaji pegawai.
2.2.10 Dana Alokasi Khusus

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, fungsi dari Dana Alokasi
Khusus adalah sumber dana dari Alokasi Anggaran Belanja Negara (APBN) yang
ditujukan untuk membantu kebutuhan dan mendanai kegiatan yang bersifat
khusus untuk keperluan urusan daerah dan sesuai yang diutamakan oleh negara.
(Halim,2012:138)

Dengan adanya DAK berharap bisa mempengaruhi alokasi anggaran belanja
modal, Karena cenderung penambahan aset tetap terdapat dari DAK yang dimiliki
oleh pemerintah untuk peningkatan pelayanan publik. DAK membantu
membiayai sarana prasarana secara khusus agar mempercepat pembangunan
daerah dan untuk memperlancar kegiatan daerah. Tujuan dari DAK sendiri untuk
mengurangi beban biaya yang ditanggung oleh pemerintah daerah. DAK ini
dialokasian untuk membantu daerah di berbagai bidang yaitu:

a. DAK bidang Pendidikan
DAK dalam bidang pendidikan ini dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan
program wajib belajar dasar sembilan tahun yang bermutu dan bisa merata di
dalam bidang pendidikan untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

(Halim,2014:138)
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b. DAK bidang Kesehatan
DAK dalam bidang kesehatan yang dialokasikan untuk meningkatkan akses dan
kualitas kegiatan di bidang kesehatan dan pelayanan dasar dalam rangka
mempercepat penurunan angka kematian ibu dan anak, perbaikan gizi masyarakat
pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin dan daerah
terpencil dan daerah perbatasan yang masih terabaikan. (Halim,2014:139)

c. DAK dalam bidang Infrastruktur Jalan
DAK dalam bidang Infrastruktur jalan dialokasikan untuk mempertahankan dan
meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana jalan di provinsi, kabupaten
maupun didalam kota, yang bertujuan untuk memperlancar distribusi penumpang,
barang maupun jasa serta hasil produksi yang memiliki prioritas untuk
mendukung sektor pertanian, industri, pariwisata dan lain-lain. Sehingga dapat
mempelancar petumbuhan ekonomi regional berupa kegiatan pembangunan dan
peningkatan jalan di provinsi, kabupaten maupun di kota. (Halim,2014:139)

d. DAK dalam bidang Infrastruktur Irigasi
DAK dalam bidang infrastruktur irigasi dialokasikan untuk mempertahankan dsn
untuk meningkatkan pelayanan sarana prasarana sistem irigasi seperti irigasi di
desa yang menjadi urusan kabupaten/ kota dan provinsi. (Halim,2014:140)

e. DAK dalam bidang Pertanian
DAK dalam bidang pertanian yang dialokasikan untuk meningkatkan sarana
prasarana pertanian di tigkat usaha tani dan desa dalam rangka peningkatan
produksi bahan pangan dalam negri yang bertujuan untuk mendukung ketahanan

pangan nasional. (Halim,2014:140)
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f. DAK dalam bidang Lingkungan Hidup
DAK dalam bidang lingkungan hidup yang dialokasikan untuk mendukung
pelaksanaan sistem pengendalian mutu di bidang lingkungan hidup serta
mendorong penguatan kapasitas kelembagaan daerah, dengan tujuan untuk
meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan hidup yang berfokus pada
kegiatan pencegahan pencemaran udara, dan informasi tentang kerusakan daerah.
(Halim,2014:140)

g. DAK dalam bidang Kelautan dan Perikanan
DAK dalam bidang kelautan dan perikanan yang dialokasikan untuk
meningkatkan sarana prasarana mulai dari produksi, pengolahan, peningkatan
mutu, pemasaran, pewangasan serta penyediaan sarana prasarana pemberdayaan
di wilayah pesisir dan pulau kecil yang terkait dengan peningkatan produksi
keikanan dan peningkatan kesejahteraan nelayan dari pembudidayaan hingga
pemasaran yang didukung dengan penyuluhan di daerah tersebut.
(Halim,2014:141)

h. DAK dalam bidang Pemerintahan
DAK dalam bidang pemerintahan yang dialokasikan untuk meningkatkan kinerja
dari pemerintah daerah yang memberikan pelayanan publik kurang baik.
Utamanya pada daerah-daerah yang prasarana pemerintahannya kurang layak.

(Halim,2014:142)
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i. DAK dalam bidang Sarana dan Prasarana Perdesaan
DAK dalam bidang sarana dan prasarana perdesaan yang dialokasikan untuk
meningkatkan aksesbilitas dan ketersediaan sarana prasarana dasar, memperlancar
arus angkutan umum penumpang, bahan pokok dan produk pertanian lainnya
yang berawal dari pusat produksi perdesaan ke daerah pemasaran, serta untuk
meningkatkan kualitas produktivitas terutama di perdesaan melalui pembagunan
infrastruktur yang diutamakan di daerah terpencil atau daerah tertinggal.
(Halim,2014:142)

j. DAK dalam bidang Perdagangan
DAK dalam bidang perdagangan yang dialokasikan untuk meningkatkan
ketersediaan sarana perdagangan yang memadai sebagai upaya memperlancar arus
barang antar wilayah serta meningkatkan ketersediaan dan kestabilan harga bahan

pokok terutama bagi daerah-daerah terpencil. (Halim,2012:142)
2.2.11 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Pemerintahan Dalam Negri (Pemendagri) Nomor 13 tahun 2006 yang
menjelaskan selisih lebih dari realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran
selama satu tahun atau satu periode anggaran. SiLPA penerimaan biaya yang
digunakan untuk menutupi kekurangan anggaran apabila realisasi pendapatan
lebih kecil daripada realisasi belanja daerah. Selain itu untuk mendanai pelaksaan
kegiatan yang selanjutnya atas beban belanja langsung. Serta mendanai kewajiban
lain yang sampai diakhir tahun belum terealisasikan. Dalam menyusun APBD
SiLPA harusnya memiliki angka nol jadi pengeluaran harus bisa menutup

kekurangan anggaran yang terjadi. Terbentuknya SiLPA hanya jika adanya
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kelebihan atau surplus pada APBD dimana penerimaan lebih besar daripada
pengeluaran. SiLPA termasuk adalah tolak ukur yang paling efisien karena SiLPA
hanya terbentuk apabila terjadi keuntungan/ surplus pada realisasi APBD dan
terjadinya neto yang positif. Komponen penerimaan lebih besar daripada
komponen pengeluaran pembiayaan (Balai Litbang NTT 2008).

SiLPA melihatkan sisa kas yang timbul karena realisasi pendapatan
daerah yang melebihi realisasi dari belanja daerah. Ada atau tidaknya SiLPA
didapat dari besar atau kecilnya tergantung pada tingkat belanja yang dilakukan
pemerintah daerah serta dari kinerja pendapatan daerah tersebut. Jika didaerah
tersebut pada tahun anggaran tertentu tingkat belanja daerah relatif rendah maka
memungkinkan untuk memperoleh SiLPA yang tinggi. Dan sebaliknya jika jika
belanja daerah itu besar maka kemungkinan akan terjadi defisit dan tidak ada

SiLPA (Mahmudi,2007:160).

2.2.12 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Alokasi Belanja

Modal

Pendapatan Alokasi Daerah adalah pendapatan asli dari daerah itu
tersebut yang didapat dari pengelolaan pajak daerah, hasil kekayaan daerah.
Semakin besar PAD maka semakin besar pula Alokasi Belanja modal suatu
daerah tersebut. Penelitian terdulu oleh Yovita (2011) yaitu memberikan hasil
penelitian PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Provinsi
dengan PAD yang besar cenderung tidak memilki belanja modal yang besar.
Penyebabnya adalah karena PAD lebih banyak digunakan untuk membiayai

belanja lainnya. Serta (Darwanto & Yulia 2007) menyatakan bahwa PAD
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berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal. Maka disimpulkan
jika suatu daerah bisa mendapatkan PAD yang cukup besar belum tentu
mendapatkan belanja modal yang cukup besar pula.
2.2.12 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Modal
Dana Alokasi Umum yang didapatkan dari dana APBN yang
dialokasikan untuk pemerintah keuangan antar daerah untuk pembiayaan
pengeluaran daerah. Jika suatu daerah memiliki DAU yang kecil maka kebutuhan
daerahnya juga ikut kecil. menurut Arbie (2013) DAU mempunyai signifikan
terhadap belanja modal tetapi dengan arah negatif. Apabila DAU itu kecil maka
alokasi belanja modalnya juga ikut kecil atau sedikit begitu pula sebaliknya.
Diperjelas oleh (Darwanto & Yulia 2007) DAU berpengaruh signifikan terhadap
Alokasi Belanja Modal. Maka dapat disimpulkan bahwa suatu daerah yang
memiliki DAU yang besar cenderung akan memilki belanja modal yang rendah,
karena DAU digunakan untuk membiayai biaya lain seperti belanja pegawai,

barang, jasa dan lainnya.
2.2.13 Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang didapat dari dana APBN
secara khusus untuk membiayai kegiatan yang bersifat secara khusus untuk
mengurangi beban kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. DAK juga
membantu untuk membangun dan mempercepat pembangunan daerah.
Pemanfaatan DAK digunakan untuk Kkegiatan investasi pembangunan,
peningkatan perbaikan untuk saran prasaran suatu daerah. Menurut Arbie (2013)

daerah yang mendapatkan DAK yang besar cenderung memiliki belanja modal
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yang besar pula. Dan diperjelas oleh (Anggiat Situngkir 2009) bahwa DAK
berpengaruh signifikan positif terhadap Alokasi Belanja Modal.  Dapat
disimpulkan DAK adalah dana APBN untuk membantu pembangunan sarana
prasarana dan membantu perbaikan suatu daerah tersebut. Semakin besar dana
yang dibutuhkan maka semakin besar pula Alokasi Belanja modal tersebut, karena

membantu untuk pembangunan atau perbaikan dari suatu daerah tersebut.

2.2.14 Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Alokasi

Belanja Modal

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah pengukuran yang efisien
untuk pengeluaran pemerintah. SILPA hanya terbentuk ketika terjadi surplus pada
laporan realisasi di APBD. Disimpulkan bahwa tidak selalu laporan APBD terjadi
surplus bisa pula terjadi defisit, jadi SILPA tidak selalu dibuat dan hanya dibuat
saat terjadi surplus dan terjadinya pembiayaan yang berpengaruh positif dimana
penerimaan yang diterima lebih besar daripada pengeluaran pemerintah. Maka
SiLPA tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja

Modal.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan tujuan penelitian serta permasalahan
yang sudah dijelaskan, maka sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis dapat
menggunakan kerangka pemikiran. Dalam kerangka pemikiran ini terdapat lima
variabel yaitu Alokasi Belanja Modal sebagai variabel Dependen dan PAD, DAU,

DAK serta SILPA menjadi variabel independen. Maka dari kerangka pemikiran
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tersebut dapat disimpulkan tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui
pengaruh dari PAD, DAU, DAK dan SiLPA terhadap Alokasi Belanja Modal.

Maka kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:

PAD

DAU

Alokasi Belanja Modal

DAK

SiLPA

Gambar 2.1
KERANGKA PEMIKIRAN

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teori, hasil peneliti terdahulu dan hubungan antar
variabel yang telah diuraikan, maka hipotesis yang akan diteliti dalam penelitian

ini adalah:

H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal

H2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal

H3 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal

H4: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh terhadap Alokasi

Belanja Modal



